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Beranjak dari sejarah yang telah diketahui bahwasannya Al merupakan bentuk dari
kecerdasan buatan yang lebih unggul dari manusia karena dapat dilihat dari aspek
kecepatannya yang begitu canggih dalam mengakses informasi pada sebuah teknologi, yang
tentunya hal tersebut dapat dilihat dari cara bekerja Al yang mampu bersaing dengan kecepatan
manusia, dan tentunya tidak diragukan lagi ketepatan Al dalam melaksanakan suatu program
lebih unggul tinggi dibandingkan manusia. Al dapat secara sederhana didefinisikan sebagai
suatu perangkat dan/atau alat yang bertujuan untuk membantu pekerjaan yang memiliki
kerangka berfikir dan penalaran seperti manusia berdasarkan perintah manusia. Kendatipun hal
tersebut Al ini tidak memiliki hak dan kewajiban yang dapat berperan sebagai natuurlijk
persoon.

Al adalah kecerdasan buatan yang sudah dikembangkan sejak lama untuk memiliki
kecerdasan seperti manusia, banyak hal dan kelebihan yang ditawarkan dari teknologi Al
seperti kemampuan analis data yang cepat dan akurat, Pengambilan keputusan yang objektif,
efisiensi tinggi, dan mampu untuk belajar untuk meningkatkan kinerjanya”. Keberadaan Al
sangat menarik perhatian berbagai bidang dan kalangan karena Al mampu digunakan dalam
berbagai industri, termasuk kesehatan, keuangan, dan transportasi'® Salah satu bidang yang
mengaplikasikan Al dalam berbisnis adalah korporasi yang bergerak di bidang keuangan yaitu
Perbankan, pengaplikasian Al ini membatu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan
resiko yang mungkin terjadi dan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dibalik banyaknya
manfaat yang ditawarkan dari penggunaan Al, ada juga kekurangan dan potensi kerugian dari
penggunaan Al seperti, belum ada instrumen peraturan yang mengatur tentang etika dan
kebijakan penggunaan Al di Indonesia, dan penyalahgunaan data pribadi & privasi. Al
memang menawarkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi di Bidang keuangan akan tetapi, tidak
menutup kemungkinan terjadi pelanggaran dan kejahatan yang menimbulkan kerugian.

Jika melihat dari sisi kedudukan di dalam Al itu sendiri, sesungguhnya Altermasuk di
dalam definisi Agen Elektronik, yang dapat diartikan bahwa segala kewajiban hukum serta
pertanggungjawaban hukum melekat pada penyedia dari perangkat Al. Karena bahwasannya
kewajiban hukum serta pertanggungjawaban hukum terdapat pada Agen Elektronik yang
melekat pada penyedia perangkat Al. Hal ini tampak jelas dari Pasal 1 angka (8) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa *“Agen Elektronik”
didefinisikan sebagai “perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan
suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang
diselenggarakan oleh orang.” Yang dimana kata “otomatis” ini dapat dimaknai sebagai Al
dalam hal “Agen Elektronik.” Jika kita menggunakan interpretasi tersebut, maka dalam
peraturan yang mengatur mengenai “Agen Elektronik™ dapat berlaku juga kepada Al tersebut.
Maka dari itu dapat dikatakan Al ini tidak langsung dapat dikategorikan sebagai subyek hukum
yang bisa dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

Hal tersebut akan berkorelasi pada kedudukan subjek hukum yang dikaitkan dengan
Al Maka dari itu, hal ini banyak menimbulkan kontroversi tentang pendapat hukum dan

¥ Zaenuddin Muhammad, “Sejarah Artificial Intelligence Dan Penerapannya Dalam Dunia Nyata ,” Kompas.com, May 3,
2023, https://www kompas.com/tren/read/2023/05/03/ 140000265/sejarah- artificial-intelligence-dan- penerapannya-dalam-
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berbagai cara pandang yang berbeda-beda dalam konteks melihat kedudukan Al terhadap
perbuatan hukum yang dilakukannya. Jika permasalahan Al sebagai subjek tidak dapat
disamakan seperti badan hukum, Menurut Otto Von Gierke dengan adanya teori organ,
bahwasannya dalam badan hukum itu adalah realitas sesungguhnya suatu sifat dan kepribadian
alam dari manusia dalam pergaulan hukumnya. Suatu badan hukum memiliki hak dan
kewajiban dan dapat bertindak mandiri dalam setiap keputusan yang dikeluarkan sebagai
subjek hukum!!

Membahas terkait dengan pertanggungjawaban, Al hal ini tidak bisa secara langsung
dikatakan sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.
Ada pendapat seorang ahli bernama Hans Kelsen pernah mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban hukum yang dimana seseorang
harus menerima sanksi atas perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan. Dapat
diartikannya bahwa pertanggungjawaban hukum timbul dari perbuatan seseorang yang
berlawanan dengan hukum yang ada. Tepatnya di Indonesia yang hanya dapat digunakan
sebagai subyek hukum yakni (Natuurlijke Persoon) perseorangan dan badan hukum (Rechtlijke
Person). Berkaitan dengan hal tersebut maka sejatinya sebuah subyek hukum harus mampu
mengendalikan hak privasi seseorang yang merupakan suatu perwujudan dari hak asasi
manusia (HAM) yang sudah semestinya telah melekat pada masing-masing individu, landasan
yuridis terkait dengan Perlindungan Data Pribadi telah tertuang didalam sebuah konstitusi
tepatnya pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “setiap
orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi™'?

Dalam ranah perbankan sendiri telah memilki pengaturan yang mengikat dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya, termasuk didalamnya perlindungan data pribadi dari
pihak nasabah bank tersebut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan
Undang-Undang Perbankan menjadi  pengaturan pertama dalam perlindungan data
pribadi dari nasabah bank yang ada di Indonesia. Ketentuan tersebut sudah jelas tercantum
dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) yang merumuskan sebagai berikut!?

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan
simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A,
pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 44A” dan disambung melalui ayat (2) yang
berbunyi“ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak
terafiliasi”

Pada aturan ini sudah kewajiban bagi pihak bank harus menjaga rahasia data milik
nasabah yang ada di sebuah bank, pengecualiannya yang diatur pada pasal-pasal yang sudah
diterangkan sebelumnya. Bank hanya dapat membuka privasi data nasabah jika diperlukan
seperti yang telah dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut dan pengecualian tersebut diberikan
untuk kepentingan yang mendesak seperti lelang, kepentingan dalam pengadilan dan

' (Mahesa, 2012).

12 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

'* (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan).
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sebagainya. Adapun sejumlah contoh kasus selama dekade terakhir yang diajukan ke
Pengadilan Uni Eropa (CJEU) dapat diajukan schubungan dengan teknologi baru ini seperti
Al Terkait dengan Keputusan Louis Vuirton v Google France, yang berkaitan dengan masalah
periklanan kata kunci dan pemilihan otomatis kata kunci tersebut dalam sistem Google
AdWords, menyatakan bahwa Google tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran merek
dagang kecuali mereka mengambil bagian aktif dalam sistem periklanan kata kunci.

Lebih lanjut, L'Oréal v eBay, yang berkaitan dengan penjualan barang palsu di pasar
online eBay juga menyatakan bahwa eBay tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran
merek dagang kecuali mereka secara aktif mengetahui aktivitas pelanggaran tersebut. Alasan
serupa juga terjadi dalam kasus Coty v Amazon. Oleh karena itu, jika penyedia aplikasi Al telah
menerapkan prosedur penghapusan yang memadai seperti yang dijelaskan dalam kasus Google
dan eBay, dan tidak menerima pemberitahuan mengenai aktivitas pelanggaran, maka mereka
tidak bertanggung jawab atas aktivitas pelanggaran. Namun, jika penyedia Al lebih terlibat
dalam aktivitas yang berpotensi melanggar, ada dua kasus yang menunjukkan bahwa penyedia
Al dapat menuntut tanggung jawab. Dalam Cosmetic Warriors Ltd dan Lush Ltd v
Amazon.co.uk Ltd dan Amazon EU Sarl di hadapan Pengadilan Tinggi Inggris, Amazon
dinyatakan bertanggung jawab atas pelanggaran dalam penggunaan merck dagang yang
memicu tautan ke situs webnya yang tidak mencakup produk bermerek yang direferensikan,
sehingga konsumen tidak bisa memastikan apakah produk yang dijual adalah milik pemilik
merek atau bukan.

Selanjutnya, serangkaian kasus di hadapan Pengadilan Federal Jerman mengenai
Ortlieb Sportartikel GmbH menyatakan Amazon bertanggung jawab jika iklan di Amazon.de
dipicu oleh penggunaan istilah pencarian “Ortlieb,” berdasarkan penggunaannya dalam
deskripsi produk serta pada dasar perilaku konsumen di masa lalu, yang merupakan aspek
kunci dari penerapan Al Pengadilan beralasan bahwa konsumen akan “dikondisikan™ dengan
harapan bahwa Ortlieb dan hanya produk Ortlieb yang dijual. Ada spekulasi yang terutama
dilakukan oleh Markus Rouvinen di blog IP Kat bahwa logika tersebut dapat diterapkan pada
apa yang disebut iklan daftar produk online (PLA) dimana penyedia pencarian secara aktif
memicu iklan berdasarkan perilaku pencarian sebelumnya, yang mirip dengan perilaku
konsumen di masa lalu. perilaku pembelian, salah satu pendorong utama saran dan keputusan
pembelian berbasis Al '*. Melihat kasus tersebut maka Negara tersebut dapat berupaya
memiliki pengaturan yang komprehensif dalam perlindungan data pribadi. Perlindungan
tersebut termuat di dalam Data Protection Act 1998 yang diberlakukan sejak tahun 2000, aturan
tersebut juga resmi disahkan sebagai pengganti dari peraturan yang telah ada sebelumnya yakni
Data Protection Act 1984.

Hal yang serupa juga muncul di Bangsa Indonesia bahwasannya terjadi sudut pandang
terkait dengan sebuah Karya Al apakah dapat dikatakan termasuk sebagai bentuk Ciptaan atau
tidak, tentunya dalam teori Hak Cipta, diperlukan dua syarat agar suatu ciptaan dapat
dikategorikan sebagai ciptaan, yakni orisinalitas dan fiksasi. Negara yang menganut civil law
system seperti Indonesia sendiri menekankan aspek personalitas penciptanya dalam karya yang

" $H.,SE..M.Kn.,LLM.,CLA, CCD Dr. Hans Michael and S H. Limantara Prastika Cynthia, “Aspek Hak Cipta Atas
Karya Hasil Antificial Intelligence 2023,” October 19, 2023.
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dimaksud'S. Menurut Black s Law Dictionary, kekayaan intelektual merupakan “4 category of
intangible rights protecting commercially valuable products of the human intellect” atau
seperangkat hak yang melindungi produk dari intelek manusia. Sementara itu, the World
Intellectual Property Organization (WIPO) mendefinisikan kekayaan intelektual scbagai
“creations of the mind.” Sehingga, esensi dari kekayaan intelektual itu sendiri merupakan
produk yang merupakan hasil olah pikir manusia; bukan hewan, mesin, atau lain sebagainya.'®

Tentunya di Indonesia juga memiliki regulasi terkait dengan Undang-Undang hak cipta
pada prinsipnya Pencipta memiliki hak eksklusif atas Ciptaannya, namun dengan hadirnya
sebuah regulasi berupa Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur
adanya pembatasan atas hak eksklusif tersebut, sebagaimana diatur dalam Bab VI UU Nomor.
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta'” Hal ini tentunya bisa menjadi dasar pedoman dalam
Pembatasan hak cipta tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk dapat menjaga keseimbangan
yang tepat antara kepentingan Pencipta dan pengguna ciptaan yang dilindungi hak cipta.
Tentunya setiap negara dapat mengatur dalam undang-undang hak ciptanya masing-masing
mengenai ketentuan penggunaan Ciptaan yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari Penciptanya,
dan mestinya dengan atau tanpa pembayaran kompensasi'®
3.2 Pertanggungjawaban Pelanggaran Data dan Privasi

Berdasarkan penalaran yang wajar bahwa kedudukan AI bukan merupakan subjek
hukum dan tidak memiliki kesadaran dalam menentukan kehendak dalam melakukan sebuah
perbuatan dikarenakan hal ini tidak terlepas dari hukum positif di Indonesia yaitu yang tertuang
dalam UU ITE, penggolongan Al sebagai sebuah sistem elektronik yang mana kesesuaian dari
tindakan dan perbuatan Al dihubungkan dengan definisi agen elektronik yaitu suatu perangkat
dari sistem elektronik yang memiliki tujuan untuk melakukan tindakan terhadap sistem
elektronik secara otomatis yang berdasarkan perintah orang, yang tentunya hal tersebut sesuai
dengan karakteristik dari Al itu sendiri berdasarkan pemahaman dari “Pasal 1 Angka 8
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Pasal 1 Angka 8) Oleh sebab itu Al
dapat dikatakan hanya sebatas objek hukum saja, yang mana tentunya Al ini sendiri merupakan
suatu teknologi yang bisa dioperasikan oleh manusia dalam pelaksanaannya, dikaitkan dengan
hukum positif maka Al dioperasikan oleh penyelenggara sistem elektronik hal tersebut sesuai
dengan yang diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Jika dilihat dari sudut pandang pertanggungjawaban dalam pemanfaatan Al tentunya
hal ini melihat juga terhadap perspektif hukum pidana yang berlaku di Indonesia, maka jika Al
tersebut melakukan suatu tindakan dan atau perbuatan melawan hukum hal tersebut dapat
kembali kepada konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu yang bertanggung
jawab adalah pembuat dan pengguna dari Al itu sendiri. Seseorang pelaku tindak pidana dapat
dikatakan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana jika mengetahui serta
menyadari bahwa perbuatannya tersebut masuk kedalam perbuatan yang melawan hukum dan
mampu menentukan kehendak terhadap dirinya terhadap kesadaran dirinya. Oleh karena itu

% Eka Pratiwi Sari, “KEBUTUHAN PERLUASAN DOKTRIN ORISINALITAS DAN FIKSASI DALAM UNDANG-
UNDANG HAK CIPTA SEBAGAI PERLINDUNGAN KREATIVITAS ANAK BANGSA,” Dharmasisya 1, no. 10 (March
1,2021): 444-58 . https://doi .org/https: //scholarhub ui.ac.id/dharmasisy avol 1 fiss1/10.

1® Sari.

'7 (Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).

¥ (Gema, 2023).
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dalam hal ini sebuah korporasi akan menitikberatkan kepada para pihak bank sebagai pengguna
Al yang scharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa memperhatikan adanya
unsur kesalahan yang dimiliki oleh bank sebagai pihak korporasi. Oleh sebab itu adapun
doktrin yang menyatakan bahwa sebuah korporasi sendiri tidak dapat melakukan kesalahan,
karena didasarkan pada doktrin respondent superior.”” Menurut pendapat yang dikatakan oleh
Van Hamel yang menyampaikan bahwa ada batasan terkait dengan pertanggungjawaban Al
yakni secara logika bahwa Al tidak dapat mengerti makna dari suatu akibat yang
dilakukannya seseorang dan sebuah Al tidak dapat menentukan kehendak terhadap dirinya
untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, serta Al tidak mempunyai kesadaran dalam
melakukan suatu perbuatan hukum. Al itu sendiri merupakan seperangkat alat yang diciptakan
oleh manusia maka dapat dikatakan hal tersebut tidak ditemukan di dalam AL. Oleh sebab itu,
dari beberapa batasan dari pertanggungjawaban tersebut Al tidak memiliki kemampuan untuk
dapat menjadi suatu subjek hukum yang dapat diberikan pertanggungjawaban dalam hukum
pidana.

Bentuk kejahatan yang mungkin terjadi dalam pengaplikasian teknologi Al dalam dunia
perbankan seperti acking (memasuki sistem jaringan komputer secara tidak sah), The Trojan
horse (memanipulasi program komputer), data leakage (pembocoran data), data diddling
(memanipulasi data komputer) cracking (membobol sistem keamanan komputer), carding
(mencuri kartu kredit orang lain) dan lain-lain® Apabila Al yang digunakan oleh suatu bank
melakukan kelalaian yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi seorang nasabah
keberadaan bank melahirkan pandangan bahwa bank adalah a place of special and probity hal
inilah yang melahirkan hubungan hukum antara bank dan nasabah di balik hubungan hukum
ini ada tiga prinsip dasar dalam hubungan hukum bank dan nasabah yaitu: Prinsip kepercayaan
(Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998), prinsip kepercayaan (Fiduciary Banking)
mengharuskan bank menjaga hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Dalam
prinsip ini bank harus memberikan informasi produk yang lengkap, akses lokasi yang mudah,
kualitas pelayanan, ketersediaan fasilitas yang mendukung, dan menjaga kerahasiaan data
nasabah. Prinsip ini diatur dalam Pasal 29 Ayat (4) UU Perbankan. Prinsip kerahasiaan (Pasal
40 UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan), prinsip rahasia (Confidential Banking)
mengharuskan bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan dan
simpanannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dibolehkan. Prinsip ini diatur dalam Pasal
40 sampai dengan Pasal 47 A UU Perbankan dan Pasal 41 UU No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah?!

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bank dapat menjaga hubungan yang baik
dengan nasabah dan memberikan perlindungan terhadap data dan privasi nasabah. Di era
digital, semua hal terhubung satu sama lain, sehingga keamanan menjadi sangat penting dalam
pengembangan perbankan digital. Keamanan ini berpengaruh pada kepercayaan dan persepsi
konsumen terhadap layanan perbankan digital. Meskipun peluang pelanggaran keamanan
internet berkurang sejak dimulainya perkembangan teknologi internet pada tahun 1990-an,

19 (Setia Untung Arimuladi, 2021).

 (Setia Untung Arimuladi, 2021).

2! Sudjana, “PEMBOCORAN RAHASIA BANK SEBAGAI PELANGGARAN HAK PRIVASI DAN DATA PRIBADI
ELEKTRONIK NASABAH BANK,” Refleksi Hukunt: Jurnal Iimu Hukum 6, no. 2 (June 10, 2022): 24766,

hups //doi org/10.24246/jrh 2022.v6.12.p247-266.
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Bank tetap perlu memperhatikan kepercayaan dan persepsi konsumen terhadap layanan
perbankan digital >Di Malaysia menunjukkan bahwa Bank perlu memperkuat keamanan dan
privasi layanan perbankannya untuk menarik konsumen menggunakan layanan perbankan
virtual. Hasil serupa dikemukakan oleh Vejatka dan Stofa (2017) bahwa keamanan yang
dirasakan oleh konsumen menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan di bidang
layanan perbankan elektronik yang mempengaruhi sikap dalam menggunakannya. Oleh karena
itu, Bank perlu memastikan bahwa layanan perbankan digital mereka aman dan dapat
diandalkan untuk membangun kepercayaan dan persepsi positif dari konsumen.

Dalam prinsip kerahasiaan, identitas, keberadaan nasabah dan rekening nasabah harus
dijaga dan dirahasiakan demi keamanan dan kenyamanan nasabah. Begitu juga halnya dengan
prinsip kehati-hatian bank memiliki kewajiban untuk tidak merugikan nasabah yang
mempercayakan dana di bank, bank harus mampu menjamin keamanan dana yang disimpan di
Bank. Saat ini bentuk data kerahasiaan nasabah tidak hanya dalam bentuk tertulis namun juga
dalam bentuk data elektronik, dalam hal ini bank menggunakan Al sebagai wadah atau sistem
yang berfungsi untuk menyimpan, dan mengelola data pribadi tersebut. Namun yang menjadi
pertanyaan apakah penggunaan Al sebagai suatu sistem elektronik dalam dunia perbankan
mampu untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah, dan bagaimana pertanggung jawaban
bank terkait pelanggaran data dan privasi yang disebabkan akibat dari penggunaan AI dalam
dunia perbankan dalam hal penggunaan teknologi Al oleh bank tidak hanya menjadi pelaku
kejahatan tetapi juga sebagai sasaran kejahatan.

Berkaitan dengan penggunaan Al dalam perbankan yang dapat menimbulkan
pelanggaran data dan privasi konsep pertanggungjawaban apa yang cocok untuk kasus ini
karena melihat dari esensi kerugian tidak hanya materil akibat data dan privasi digunakan untuk
melakukan transaksi penarikan atau transaksi lainnya menggunakan rekening mobile
melainkan juga identitas dan informasi yang dicuri dapat digunakan untuk kejahatan lainnya.
Pada hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah
dilakukannya apabila memenuhi beberapa hal seperti adanya kesalahan, memiliki kemampuan
bertanggung jawab dan tiada alasan penghapus pidana.

Seorang ahli bernama Hans Kelsen pernah mendeskripsikan bahwa yang dimaksud
dengan pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban hukum yang dimana sescorang
harus menerima sanksi atas perbuatan yang ia lakukan tersebut bertentangan. Artinya
pertanggungjawaban hukum hadir dari sebuah perbuatan seseorang yang berlawanan dengan
hukum yang ada® Sesungguhnya konsep pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya berkaitan
dengan soal hukum saja semata-mata, melainkan juga menyangkut kepada aspek nilai-nilai
moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam
berkehidupan di dalam masyarakat itu sendiri.

Menurut  Roeslan ~ Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai
keberlanjutannya dari celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif
memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut?* Kata objektif yang
dimaksud ini dapat diartikan adanya suatu perbuatan yang dilakukannya oleh seseorang yang
merupakan perbuatan dilarang, perbuatan yang dilarang ini adalah perbuatan yang

2 Ooritas Jasa Keuangan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan
* (Haris Rahman Abdul Tan Muhammad & Tantimin, 2022).
# (Roeslan, 1982).
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bertentangan atau dilarang oleh hukum itu kendatipun bisa hukum formil maupun hukum
materil. Adapun yang berkaitan dengan kata subjektif dapat merujuk pada pembuat dari
perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan bahwa merujuk pada orang yang melakukan
perbuatan yang dilarang atau bertentangan secara hukum.

Berkaitan dengan ranah konsep pertanggungjawaban Bank sebagai pengguna Al dalam
sudut pandang hukum pidana maka pastinya akan berimplikasi juga terhadap regulasinya,
Pembahasan mengenai pelanggaran seperti kebocoran data pribadi nasabah maka ada pihak
yang mengalami kerugian serta ketidakamanan dalam penggunaan Al tersebut. Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan menjadi payung hukum pertama dalam perlindungan data pribadi dari
nasabah bank di Indonesia. Pasal 40 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang tersebut
menegaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan
simpanannya, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 41, pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43,
pasal 44, dan Pasal 44A. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pihak terafiliasi. Dalam hal ini,
bank harus menjaga privasi data milik nasabah yang ada di bank, kecuali dalam situasi-situasi
yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Bank hanya dapat membuka privasi data nasabah
apabila diperlukan sesuai dengan pasal-pasal tersebut, dan mempertahankannya diberikan
untuk kepentingan-kepentingan tertentu saja. Oleh karena itu, undang-undang tersebut
memberikan perlindungan data pribadi bagi nasabah bank dan menetapkan kewajiban bagi
bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah »

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga mengatur tentang perlindungan data
pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) Pasal 1 ayat (1) menyatakan “Data Pribadi adalah data
tentang orang perseorangan yang teridentifikasi tau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau
dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
sistem elektronik atau nonelektronik.” Hal-hal yang berkaitan dengan informasi data pribadi
yaitu nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, pekerjaan, pendidikan, karakter
fisik dan lain sebagainya. Dalam UUD 1945 28D Ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum.” Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
11/Pojk.03/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum pada Pasal
44 ayat (1) menyatakan Bank wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam
melakukan pemrosesan data pribadi. Pada Pasal 44 ayat (2) Dalam hal terdapat kondisi tertentu
yang berpotensi meningkatkan risiko bagi pemilik data pribadi, Bank wajib melakukan
penilaian dampak atas penerapan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1). Selanjutnya pada Pasal 46 POJK 11/20222° menyatakan bahwa bank yang tidak
mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur dalam peraturan tersebut dapat
dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Jika bank masih melanggar ketentuan
tersebut setelah diberikan teguran tertulis, maka bank dapat dikenakan sanksi lebih lanjut,
seperti larangan untuk menerbitkan produk baru, pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan/atau
penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan bank. (Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan) Pasal 3 PP No 71/2019 Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung

* Roeslan,
2 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank
Umum).
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jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. Artinya bank bertanggung jawab
sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang bertanggung jawab secara hukum terhadap
penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Atas hal kerugian nasabah yang disebabkan oleh adanya kejahatan cyber crime maka
Bank yang menggunakan Al sebagai wadah atau sistem yang berfungsi untuk menyimpan, dan
mengelola data pribadi harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai wujud
tanggung jawab terhadap nasabah. Pasal 19 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) menyatakan
pelaku usaha yang dalam hal ini adalah bank wajib bertanggung jawab atas kerugian nasabah
yang di akibat dari penggunaan teknologi dalam perbankan. Bank mempunyai tanggung jawab
untuk memberikan perbaikan, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang
diterima atau dimanfaatkan oleh nasabah tidak sesuai dengan perjanjian. Ganti rugi dapat
berupa pengembalian uang yang setara dengan nilai, perawatan kesehatan, dan/atau pemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku. Namun, bank tidak
bertanggung jawab jika kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Jadi, jika
pembobolan rekening (cyber crime) yang dialami nasabah disebabkan oleh kesalahan dari
pihak bank yang menggunakan Al, maka nasabah berhak atas ganti kerugian dari pihak bank.
Pada Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyatakan “Pengendali Data
Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukan
pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan data”
Pasal 70 UU PDP juga menyatakan korporasi dapat dijatuhkan pidana denda dan dapat dijatuhi
pidana tambahan apabila benar terjadi pelanggaran data pribadi dan privasi nasabah 2
3.3 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Identifikasi Theory

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana ada perbuatan yang
ditentukan dalam undang-undang dilanggar. Namun pembebanan pertanggungjawaban harus
memenuhi aspek mampu bertanggungjawab, adanya dolus/culpa (mens rea), serta tidak adanya
alasan pemaaf. Dengan merujuk pada pemahaman tersebut, maka pertanggungjawaban pidana
korporasi dapat dimaknai sebagai pembebanan mens rea terhadap korporasi baik yang
dilakukan oleh korporasi tau oleh perorangan yang dapat diidentifikasi dengan perusahaan atau
badan usaha lain “Corporate crime means crimes committed either by a business entity or
corporation, or by individuals that may be identified with a corporation or other business
entity”. Apabila mengacu pada PERMA nomor 13 tahun 2016 suatu tindak pidana dapat
dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi (corporate crime responsibility)
manakala korporasi:*®
Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak
pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; Korporasi membiarkan terjadinya
tindak pidana; atau; Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk
melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan
terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana perbankan, menelisik secara normatif, Undang-
Undang perbankan (UU Perbankan) menetapkan bentuk badan hukum bank yaitu berupa

¥ (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindung: ta Pribadi).
* (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh
Korporasi)
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perseroan terbatas (PT), koperasi atau perusahaan daerah. bila merujuk pada perumusan pasal
1 angka (2) UU Perbankan menycbutkan bahwa ‘Bank adalah badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak’, dari rumusan tersebut, secara implisit, merumuskan bank sebagai korporasi berbadan
hukum publik sehingga perbankan dapat dibebankan tanggung jawab hukum sepanjang
perbuatan yang dilakukan bank memenuhi kualifikasi perbuatan pidana oleh korporasi. bila
dikaitkan dengan bank sebagai korporasi maka dalam konteks kejahatan korporasi harus
meliputi beberapa aspek: (1) bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan (2) bank sebagai
sasaran untuk melakukan kejahatan dan (3) bank sebagai pelaku kejahatan. disini penulis ingin
mempersempit pembahasan mengenai kejahatan dalam bidang perbankan yang hanya terfokus
pada bank sebagai pelaku kejahatan yang mana dalam hal ini, penulis menggunakan doktrin
Identifikasi sebagai pembenar bahwa bank dapat dikatakan sebagai pelaku kejahatan sekaligus
untuk menjustifikasi bahwa bank dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana.

Doktrin identifikasi merupakan pembatasan terhadap vicarious liability mengenai
pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyatakan tidak semua pengurus korporasi
memiliki status yang cukup untuk mendapatkan pembebanan tanggung jawab secara vicarious
atas kejahatan mereka®. Doktrin tersebut hanya dapat diidentifikasikan melalui high level
manager (pengendali korporasi) sebagai tindakan korporasi®. Doktrin tersebut hanya dapat
diidentifikasikan melalui high level manager (pengendali korporasi) sebagai tindakan
korporasi. Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card yang menyatakan bahwa “the acts
and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation” (tindakan
atau kehendak direktur merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi). Oleh karena itu,
doktrin ini memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana secara
tidak langsung (indirect liability) pada korporasi, tanpa diperlukan adanya mens rea dari
tindakan korporasi itu sendiri*!.

Korporasi akan dinyatakan bertanggung jawab apabila salah satu dari pengendali
korporasi (directing mind) melakukan tindakan yang melawan hukum untuk mendapatkan
keuntungan ataupun manfaat bagi korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana
korporasi berdasarkan doktrin identifikasi dapat dipahami, bila berkaca pada kasus tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh PT.GJW dalam perkara No.04/PID.SUS/2011/PT .BIM,
hakim berpendapat bahwa:

“Menimbang, bahwa dalam perjanjian Kerja Sama Nomor : 664/1/548/Prog-

Nomor : 003/GIW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam rangka

Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin yang ditandatangani oleh St.

Widagdo Bin Suraji Sastro, Direktur Utama yang dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama PT. Giri Jaladhi Wana (Terdakwa), maka jelas bahwa tindakan St. Widagdo

Bin Suraji Sastro tersebut dalam rangka maksud dan tujuan korporasi serta untuk

memberikan manfaat bagi korporasi tersebut yaitu PT. Giri Jaladhi Wana (Terdakwa)”

* James Gobert. Squaring the Circle: The Relationship between Individual and Organizational Fault: James Gobert
(Routledge, 2011).

“* (De Maglie, 2005.)

* Remy Sutan Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Kerporasi (Jakarta: Gratiti Pers, 2006).
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Hakim dalam putusan tersebut berpendapat bahwa tindak pidana bisa dilakukan oleh
korporasi apabila dilakukan ataupun diperintahkan oleh pengendali korporasinya (directing
mind) dari perusahaan, dalam putusan tersebut hakim menjelaskan bahwa direktur utama dari
PT. Giri Jaladhi Wana bertindak atas nama perusahaan dalam rangka mencapai tujuan ataupun
keuntungan korporasi. Dalam menentukan directing mind dari korporasi tersebut, menurut
Sutan Remy dapat dilihat melalui anggaran dasar korporasi atau surat-surat keputusan yang
dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan. Selain itu juga perlu melihat secara nyata dalam
operasional kegiatan korporasi tersebut kasus demi kasus. Artinya meskipun pengendali
korporasi secara yuridis formal bukanlah orang yang memiliki kedudukan penting namun
sepanjang masih dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dari
korporasi itu sendiri masih dapat dikatakan sebagai directing mind, misalnya seperti pemegang
saham.

Dari uraian diatas, menurut hemat penulis, korporasi dapat dibebankan
pertanggungjawaban pidana menggunakan doktrin identifikasi manakala telah memenuhi
persyaratan sebagai berikut: (1) Tindak pidana dilakukan oleh pengendali korporasi (directing
mind) (2) Tindak pidana dilakukan oleh atau atas perintah pengendali korporasi yang secara
langsung mempengaruhi operasional kegiatan korporasi (3) Tindak pidana dilakukan dengan
maksud memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi. ketiga persyaratan tersebut
bersifat kumulatif.

3.4 Penerapan Doktrin Identifikasi dalam Tindak Pidana Perbankan sebagai Pengguna
Artificial Intelligence

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menggunakan doktrin
identifikasi dapat diterapkan dengan efektif terhadap lembaga perbankan yang menggunakan
Al sebagai rools dalam aktivitas perbankan. Penulis menilai doktrin ini memiliki keuntungan
seperti penemuan pemikiran (mind) dengan mudah dilihat dari pimpinan yang dapat
mempengaruhi kegiatan sistem lembaga perbankan. Dalam hal ini, apabila Al menyebabkan
kerugian seperti kebocoran data maupun tindakan lainnya yang merugikan nasabah karena
adanya ketidaksesuaian perintah seperti kelalaian manusia saat input data pada mesin tersebut,
maka pihak bank dapat bertanggung jawab. Jelasnya, Al sebagai penentu bagi bank yang dapat
dibebankan pertanggungjawaban hukum sebagai akibat tidak digolongkannya Al sebagai
subjek hukum manapun, baik orang (natuurlijk persoon) ataupun badan hukum (rechts person)
schingga mens rea dapat dilekatkan pada pengendali korporasi yang memberikan data maupun
perintah pada AI atau badan hukum sebagai perwujudan Al dalam bertindak (actus reus).
Pelekatan Mens rea pada pengendali korporasi (bank) dikarenakan tidak adanya moralitas dan
kehendak bebas dari Al. Mens rea sebagai, ‘the voluntary doing of morally wrong act forbidden
by penal law’ mengharuskan subjek hukum memiliki kehendak bebas (free will) untuk
menginginkan tindakan atas kesadaran moral (moral conscience) akan nilai-nilai baik dan
buruk. Keadaan tersebut tidak dimiliki oleh Al dikarenakan bukan sebagai subjek hukum,
kendatipun secara teknis Al memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengambil
keputusan secara tepat, namun harus terlebih dahulu melakukan pemasukan data oleh manusia.
Hal ini dapat mengindikasikan adanya unsur mens rea dalam tindakan yang dilakukan oleh Al.
Salah satu jenis Al yang digunakan pada lembaga perbankan adalah Narural Language
Processing (NLP), Al tersebut memungkinkan untuk memahami, menafsirkan, serta
memanipulasi bahasa atau perintah manusia. Dalam hal ini Al dapat melakukan ekstraksi
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informasi dari input yang berupa natural language dan akan menghasilkan output yang juga
berupa natural language preprocessing) dan pengembangan algoritma NLP, pada tahap data
preprocessing terdapat tiga komponen yaitu knowledge base, inference engine, dan user
interface ™ Knowledge base meliputi domain dan fakta heuristic. Semua pengetahuan yang
dikumpulkan akan disimpan dalam knowledge base dalam bentuk pola pencocokan. Fase inilah
yang memungkinkan terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam
memasukan atau mengelola data pribadi lalu data tersebut oleh Al mengalami kebocoran data
pribadi dari konsumen bank yang bersangkutan dikarenakan Al tersebut “tidak™ menjalankan
tindakan yang sesuai dengan perintah yang tentunya akan merugikan seluruh pihak, termasuk
konsumen bank dan bank yang bersangkutan. Walaupun Al tersebut awalnya sudah diserring
dan dimasukan beberapa rumus maupun data yang nantinya bisa menyamai kecerdasan dari
manusia biasa, tidak akan membuat Al tersebut bisa dikatakan sebagai subjek hukum. Terlebih
lagi jika kebocoran data pribadi tersebut diakibatkan oleh penggunaan Al melalui fitur E-
banking dan beberapa fitur lainnya yang pastinya tidak terlepas dari data pribadi konsumen
yang bersangkutan. maka dari itu, konsekuensi Al bukan sebagai subjek hukum, maka mens
rea dapat ditarik ke pihak lembaga perbankan sebagai korporasi yang dapat bertanggung
jawab.

4. PENUTUP

Penggunaan Al sebagai Kecerdasan buatan termasuk oleh bank dalam membantu pekerjaan
dapat menimbulkan masalah, seperti kebocoran data pribadi nasabah yang mengakibatkan
nasabah mengalami kerugian, akibat dari kerugian tersebut berimplikasi pada
pertanggungjawaban pidana yang menggunakan Al. Al sendiri mempunyai kedudukan sebagai
Tools atau alat yang digunakan. Dalam UU ITE Al dimaknai sebagai sistem elektronik,
sehingga ini menegaskan bahwa letak kesalahan itu ada pada pengguna dari Al itu sendiri. Hal
diperkuat dengan penulis menggunakan Teori pertanggungjawaban pidana dalam menganalisis
pertanggungjawaban bagi bank sebagai korporasi yang menggunakan Al yaitu teori
identifikasi. Teori identifkasi menjelaskan bahwa Bank sebagai korporasi yang dengan sengaja
menggunakan Al sebagai alat atau fools maka kehendak atas penggunaan dan hasil yang timbul
itu terletak pada Pengguna Al dalam hal ini Bank.
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Abstract

This paper intends to discuss the issue of the use of Artificial Intelligence (Al) by banks that results in
losses to customers. To respond to the issue, this paper argues that banks as Al users should be held
criminally liable despite the lack of mens rea in banks as corporations which are legal entities. For this
reason, this paper uses the identification theory as an analytical tool for bank criminal liability. The
issue is compiled on the results of normative legal research with a statute approach and conceprual
approach. The results of the study show that based on the identification theory, the bank as an Al user
can be held criminally liable with the public prosecutor must identify the person who committed the
criminal act (actus reus) is the management as the controlling personnel (directing mind or controlling
mind).
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Abstrak

Tulisan ini bertujuan mendiskusikan isu penggunaan Artificial Intelligence (Al) oleh bank yang
berakibat pada kerugian bagi nasabah. Untuk menanggapi isu tersebut, tulisan ini berpendapat bahwa
bank sebagai pengguna Al patut dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak me mpunyai mens
rea pada bank sebagai korporasi yang merupakan badan hukum. Untuk itu, tulisan ini menggunakan
teori identifikasi sebagai pisau analisis terhadap pertanggungjawaban pidana bank. Isu tersebut disusun
atas hasil penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (starute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual appreach). Hasil penelitian menunjukan, berdasarkan teori
identifikasi, bank sebagai pengguna Al dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan penuntut
umum harus mengidentifikasi yang melakuan perbuatan pidana (actus reus) adalah pengurus sebagai
personil pengendali (directing mind atau controlling mind).

Kata kunci: Arvificial Intelligence, Bank, Korporasi.
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1. PENDAHULUAN

Pada penelitian terdahulu menerangkan apabila terjadinya kebocoran data nasabah, baik
penyimpan maupun pinjaman, maka pihak Bank tersebut dapat diancam melakukan
pelanggaran atas Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan. Oleh karena itu penelitian ini hanya
menganjurkan perlu lebih memperkuat keamanan dan perlindungan hukum terhadap korban
dengan merumuskan peraturan baru yang secara khusus mengatur penggunaan Al di industri
perbankan Indonesia. Begitupula dengan adanya sanksi yang diterapkan bisa berupa sanksi
berat bagi pelaku kejahatan siber yang diatur dalam UU ITE harus diatur lebih tegas, dan
prinsip kerahasiaan bank harus tetap dijaga.!

Adapun penelitian terdahulu lainya yang mengkaitkan perihal Arrificial Intelligence
kedalam permasalahan eksistensi dari kecerdasan buatan sebagai subjek hukum, dan
pertanggungjawaban pidana ketika kecerdasan buatan melakukan perbuatan pidana. Namun
penelitian ini hanya mengkaji dari sisi kecerdasan buatan yang digunakan sebagai subjek
hukum yang tidak dapat disamakan dengan badan hukum. Tanggung jawab kecerdasan buatan
ketika melakukan tindak pidana tidak dapat disamakan dengan orang atau badan hukum,
hal ini terlihat dari cara kerja tindakan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan. Tanggung
jawab pidana untuk kecerdasan buatan dapat dikenakan pada pembuat kecerdasan buatan dan
operator kecerdasan buatan >

Begitupula dengan penelitian terdahulu yang berbicara terkait pengaruh Artifial
Intelligence (Al) di sektor perbankan dan peran Al dalam manajemen risiko perbankan.
Uniknya dalam penelitian ini menemukan bahwa artificial intelligence yang berperan
sebagai risk management, benar- benar dapat membantu lembaga keuangan perbankan untuk
mengatasi dan meminimalisir permasalahan yang terjadi, sehingga dapat mengoptimalkan
pendapatan dan mengurangi adanya kerugian. Namun dalam penelitian ini tidak membahas
sejauh mana jaminan daya kuat potensi terkait dengan risk management untuk menjamin
lembaga keuangan perbankan mengatasi permasalahan yang terjadi.?

Berbeda halnya dengan penelitian ini akan membahas tentang Pertanggungjawaban pidana
bank sebagai pengguna teknologi Artificial Intelligence (selanjutnya disebut Al). Penggunaan
Al saat ini marak diaplikasi dalam berbagai bidang salah satunya perbankan hal dikarena Al
dinilai sangat membantu perbankan dalam mencari data dan mengelola data yang tentu
berkontribusi pada efisiensi, inovasi, kualitas dan kemajuan perbankan *. Jenis-jenis Al yang
semakin bervariasi seperti Natural Language Processing (NLP), Query routing, Location
Intelligence, Churn prediction, Service robots, Biometric authentication, Call center agent
matching, Conversational Al, Customer lifetime value modeling (LVM), Personal finance
management (PFM), Underwriting (alt data), ID verification KYC & AML, Behavioral
biometrics, Al processors, Robo advisors, Sentiment analysis ini membantu Kinerja bank dalam
mengidentifikasi, mengukur dan mengendali resiko yang mungkin terjadi di perbankan.

Kemudahan dalam penggunaan Al di bidang keuangan oleh bank sangat membantu dalam
menginput, menganalisis, memeriksa, dan menghitung data yang cukup besar dengan cepat.

1 Rahmi Ayunda, Rusdianto, “Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktifitas

Perbankan di Indonesia.”Jurnal Komunikasi Hukum 7, no 2 (2021): 670, htips://doi org/10.23887/jkh.v7i2.37995
* Tok Kumiawan, “Analisis terhadap Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum Pidana.” Jumal Iimiah Multidisiplin

Indonesia 1. no 1 (2023): 42, https://doi.org/10.61404/jimiv1il 4

3 Mutiara Dewi Permatasari, Nisa Aurelya Salsabyla, Nurfitr, “Application of Artificial Intelligence-Based Risk Management
in Banking ™ Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi 12, no 2 (2021):7, hitps://doi.org/10.33558/jrak v12i2.2886

*+ Sulistyowati, Sri Yayuk Rahayu, and Darun Chifni Naja, “PENERAPAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI
INOVASI DI ERA DISRUPSI DALAM MENGURANGI RESIKO LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH,”
WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah 7, no. 2 (2023):; 117-42, hups://doi org/ups://doi.org/ 10.30762/wadiah. v7i2.329.





image3.png




image4.png




image5.png
Hal ini sangat menguntungkan dan dapat membantu kemajuan suatu korporasi yang bergerak
di bidang keuangan seperti perbankan, sechingga hal ini dapat berdampak pada kepercayaan
nasabah terhadap Bank dalam hal mengelola Keuangan Milik Nasabah. Akan tetapi,
kecanggihan penggunaan Al dalam perbankan tidak menutup kemungkinan dapat
menimbulkan kerugian bagi nasabah seperti pelanggaran privasi pengguna serta kebocoran
data nasabah. Oleh karena itu, penggunaan Al berpotensi menimbulkan ruang bagi pihak
perbankan untuk melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Perlu dipahami bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengenal Al
sebagai subjek hukum melainkan sebagai alat atau rools yang membantu pekerjaan
perbankan. Konsekuensi dari Al bukan sebagai Subyek hukum maka pembebanan tanggung
jawab hukum dari penggunaan Al akan dilimpahkan kepada penggunanya dalam hal ini yaitu
Pihak Perbankan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan
pengaturan hukum berkaitan pertanggung jawaban pidana oleh perbankan sebagai pengguna
Al apabila terjadi tindak pidana seperti kebocoran data pribadi nasabah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum atau legal research yang memiliki tujuan
untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu ada atau tidaknya sebuah aturan hukum yang
sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah ataupun larangan itu
sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma
hukum atau prinsip hukum?®. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Metode pendekatan perundang-undangan atau statute
approach ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan
perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan pertanggungjawaban
bank sebagai Al® Sedangkan pendekatan konseptual atau conceptual approach yang
merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang di dalam ilmu hukum’

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kedudukan Artificial Intelligence

Al pada awalnya tercipta pada tahun 1956, tetapi semakin popular berkat peningkatan

volume data, algoritma canggih, dan peningkatan penyimpanan komputasi. Riset awal terhadap
Al ini bermula pada dekade 1950-an yang mengeksplorasi topik-topik penyelesaian masalah
dan metode simbolik. Saat masa-masa awal penemuannya, hanya terdapat di universitas dan
laboratorium-laboratorium penelitian dan Al belum bisa ditemukan produk praktis yang
dihasilkan dari pemanfaatan Al. Kemudian pada tahun 1960-an Departemen Pertahanan
Amerika Serikat menaruh minat terhadap pengembangan Al dan menghasilkan produk awal
bernama Defense Advanced Project Agency (DARPA) yang berhasil menyelesaikan proyek
pemetaan jalan pada tahun 1970-an. Pekerjaan awal ini menjadi pembuka jalan bagi
otomatisasi dan penalaran formal yang dapat dilihat di komputer saat ini®.

* Mahmud Peter Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta, 2005).

& Marzuki.

7 Marzuki.

¥ Sutra Hari Disemadi, “Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan
Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 2 (September 28, 2021): 177-99,
hups //doi org/10.25072/jwy v 5i2.460.





